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LEMBAR PENGESAHAN
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Ringkasan Eksekutif

Laporan ini mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Program
Studi S1 Ilmu Politik FISIPOL Universitas Negeri Surabaya selama tahun 2024-2025. Evaluasi
disusun sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu yang tidak hanya memeriksa jumlah kegiatan,
tetapi juga membaca keterhubungan antara tema penelitian dan PKM, ketercapaian roadmap,
keterlibatan dosen dan mahasiswa, luaran, dampak pada mitra, pemanfaatan hasil dalam pembelajaran,

serta relevansi kegiatan dengan arah pengembangan keilmuan Prodi.

Basis evaluasi terdiri atas delapan kegiatan unik: empat penelitian dan empat PKM. Dokumen
proposal, laporan kemajuan, artikel luaran, dan HKI yang berasal dari kegiatan yang sama
diperlakukan sebagai bukti pendukung dan tidak dihitung sebagai kegiatan baru. Dengan pendekatan
ini, evaluasi berfokus pada mutu portofolio dan kesinambungan kegiatan, bukan sekadar pada

kuantitas berkas.

Secara umum, pelaksanaan 2024—2025 dinilai selaras secara substantif dengan roadmap yang berlaku.
Kekuatan utama terlihat pada kajian demokrasi dan pemilu, politik identitas, serta tata kelola/politik
lokal. Penelitian kualitas demokrasi tahun 2024 berkembang menjadi kajian yang lebih spesifik
mengenai presidential coattail pada tahun 2025. Pada rumpun politik identitas, riset komparatif
Indonesia—Malaysia tahun 2024 berlanjut pada pendalaman gerakan Islamisme di Aceh tahun 2025.
Pada sisi PKM, kegiatan di Sidodadi, Sebatik, Watutulis, dan Kedung Udi menunjukkan penerapan

keilmuan pada persoalan kewargaan, identitas, toleransi, tata kelola, dan perencanaan partisipatif.

Evaluasi juga menemukan sejumlah ruang perbaikan. Distribusi tema belum merata; bukti luaran
penelitian belum selalu terdokumentasi sekuat luaran PKM; hubungan penelitian—-PKM secara tematik
sudah tampak tetapi belum selalu memiliki jejak keterlacakan yang eksplisit; serta pengukuran
dampak jangka menengah PKM masih perlu distandardisasi. Selain itu, pembentukan klaster pada
roadmap lama lebih terlihat sebagai kategori tema daripada unit pengelolaan yang sepenuhnya

terstruktur.

Dalam dua tahun terakhir, hasil penelitian dan PKM telah dimanfaatkan kembali dalam pembelajaran
melalui pendekatan case method, bahan kajian, dan bahan referensi pada kelas yang relevan. Praktik
ini penting karena memperkuat hubungan antara tridarma: mahasiswa tidak hanya membaca konsep,
tetapi juga mendiskusikan kasus empiris yang berasal dari aktivitas ilmiah dosen dan pengalaman
pengabdian. Hasil PKM juga telah diterapkan pada lingkungan pengguna keilmuan seperti pemerintah
desa/kelurahan dan komunitas mitra. Dalam konteks Ilmu Politik, implementasi pada “industri/dunia
kerja” perlu dipahami secara luas sebagai penerapan keahlian pada lembaga pemerintahan, organisasi

politik, masyarakat sipil, media, lembaga survei/konsultan, dan pengguna keilmuan lain yang relevan.

Masukan asesor LAMSPAK pada proses akreditasi dan workshop Prodi pada awal Agustus 2026

kemudian menjadi momentum untuk menajamkan fokus keilmuan. Prodi menyepakati tiga payung



utama: Tata Kelola Demokrasi, Industri Politik, serta Politik Budaya dan Media. Tindak lanjut
tersebut juga diikuti dengan penempatan dosen pada kelompok roadmap masing-masing. Penajaman
ini tidak digunakan untuk menilai kegiatan 2024-2025 secara retroaktif, tetapi menjadi kerangka
pengembangan baru agar penelitian, PKM, pembelajaran, profil lulusan, dan kemitraan bergerak

dalam arah yang lebih konsisten.
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1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi S1 Ilmu Politik FISIPOL
Universitas Negeri Surabaya ditetapkan melalui Keputusan Dekan pada 10 Oktober 2024. Roadmap
tersebut memosisikan penelitian dan PKM sebagai dua unsur tridarma yang harus saling menguatkan.
Penelitian diarahkan untuk memperkuat pengembangan ilmu, menghasilkan publikasi dan
rekomendasi berbasis bukti, sedangkan PKM diarahkan untuk membawa hasil dan proses keilmuan ke
ruang sosial serta menyelesaikan persoalan masyarakat melalui pendekatan yang relevan dengan Ilmu
Politik.

Roadmap lama menetapkan lima ranah pengembangan, yaitu Politik Identitas; Demokrasi dan Pemilu;
Politik Lokal dan Kebijakan Publik; Media dan Industri Politik; serta Politik Digital. Untuk fase
2024-2025, fokusnya adalah konsolidasi dan pemetaan klaster riset, keterlibatan dosen, pengajuan
proposal, dan kolaborasi dosen—mahasiswa. Karena roadmap formal ditetapkan pada Oktober 2024,
kegiatan yang telah berlangsung pada tahun 2024 diperlakukan dalam laporan ini sebagai baseline

sekaligus bukti kesesuaian substantif terhadap arah keilmuan yang kemudian diformalkan.

Evaluasi tidak berhenti pada pencocokan judul kegiatan dengan roadmap. Portofolio penelitian dan
PKM perlu dibaca sebagai ckosistem: apakah tema berkembang dari tahun ke tahun, apakah
mahasiswa terlibat, apakah hasil ilmiah kembali masuk ke kelas, apakah PKM menggunakan keahlian
dosen pada mitra yang tepat, dan apakah kegiatan menghasilkan luaran serta perubahan yang dapat
ditelusuri. Dengan pendekatan tersebut, laporan ini dimaksudkan sebagai instrumen refleksi sekaligus

dasar pengendalian dan peningkatan mutu.

Proses evaluasi juga ditempatkan dalam konteks pengembangan kelembagaan. Masukan asesor
LAMSPAK dalam proses akreditasi menjadi salah satu pemicu evaluasi internal, dan Prodi
menindaklanjutinya melalui workshop pada awal Agustus 2026. Workshop menghasilkan penajaman
visi keilmuan dan konsolidasi bidang kajian menjadi Tata Kelola Demokrasi, Industri Politik, serta
Politik Budaya dan Media. Penajaman ini menjadi arah baru bagi penelitian dan PKM setelah periode
evaluasi 2024-2025.



1.2 Tujuan Evaluasi

1. Menilai kesesuaian penelitian dan PKM tahun 2024-2025 dengan roadmap Prodi yang berlaku
pada periode tersebut.
Menilai ketercapaian indikator fase konsolidasi 2024-2025 serta kekuatan dan kelemahannya.

3. Mengevaluasi hasil penelitian secara terpisah dari PKM agar karakter capaian masing-masing
dapat dibaca secara lebih tepat.

Evaluasi dibatasi pada kegiatan unik tahun 2024 dan 2025 yang didukung oleh dokumen yang
tersedia. Jika untuk satu kegiatan tersedia proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, artikel, atau
HKI, maka kegiatan tersebut tetap dihitung satu kali; dokumen lain digunakan sebagai bukti luaran
atau bukti proses. Kegiatan tahun 2023 dikeluarkan dari perhitungan utama. Prinsip ini menjaga agar

statistik tidak mengalami duplikasi sekaligus mempertahankan kelengkapan bukti.

Untuk masukan asesor LAMSPAK, laporan ini tidak mereproduksi komentar asesor secara verbatim
karena notulen rinci komentar asesor tidak menjadi bagian dari paket bukti yang dianalisis. Masukan
akreditasi diposisikan sebagai konteks evaluasi internal sebagaimana disampaikan Prodi dan

ditindaklanjuti melalui workshop Agustus 2026.



2. Basis Evaluasi dan Kerangka Penilaian

2.1 Portofolio Kegiatan yang Dianalisis

Tahun ‘ Jenis ‘ Kegiatan

2024 Penclitian Menguji Kualitas D§m9kra51 di Indonesia: Tren Kemunduran dan Upaya
Merawat Demokrasi Kita

2024 Penelitian Politik Fdentltas Berbasiskan Agama (Studi Komparasi Indonesia dengan
Malaysia)

2024 PKM Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kelurahan Sidodadi
Kota Surabaya

2024 PKM Penguatan Kompetensi Kewarganegaraan, Sikap Nasionalisme dan Bela
Negara bagi WNI di Pulau Sebatik Malaysia

2004 PKM Moderasi Beragama Berbasis Sosio Kultural pada Generasi Millenial
Rintisan Desa Pancasila di Desa Watutulis

2025 Penelitian Politik Ide.ntltas (Gerakan Islamisme) di Nangroe Aceh Darussalam Era
Reformasi

2025 Penelitian Presidential Coattail dalam Sistem Multipartai: Pengaruh Anies—Muhaimin
terhadap Koalisi Perubahan di Jawa Timur

2025 PKM Penguatan Tata Kelola Desa melalui Pelatihan Perencanaan Pembangunan
Partisipatif di Desa Kedung Udi

Dari delapan kegiatan tersebut, lima dilaksanakan pada 2024 dan tiga pada 2025. Seluruh kegiatan
terdokumentasi melibatkan mahasiswa. Pola keterlibatan ini menjadi salah satu praktik baik karena
menunjukkan bahwa penelitian dan PKM tidak hanya dilakukan oleh dosen, tetapi juga menjadi

wahana pengalaman akademik dan profesional bagi mahasiswa.

2.2 Dimensi Evaluasi Penelitian

Penelitian dievaluasi terutama dari relevansi keilmuan, kesinambungan tema, keterlibatan mahasiswa,
jejaring kolaborasi, kualitas temuan, dan bukti luaran ilmiah. Evaluasi tidak menilai metodologi secara
peer-review, melainkan memeriksa apakah portofolio penelitian secara keseluruhan membangun
kepakaran Prodi dan memberi dasar bagi pembelajaran, pengabdian, publikasi, serta rekomendasi

kebijakan.

2.3 Dimensi Evaluasi PKM

PKM dievaluasi dari kesesuaian masalah mitra dengan keilmuan dosen, bentuk intervensi, keterlibatan
mahasiswa, luaran, bukti perubahan pada mitra, keberlanjutan, pemanfaatan hasil dalam pembelajaran,

dan potensi penerapan pada dunia kerja/industri pengguna keilmuan. Dengan demikian, keberhasilan



PKM tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kualitas transfer pengetahuan
dan potensi dampaknya.



3. Evaluasi Penelitian Tahun 20242025

Kami memisahkan evaluasi Penelitian dan PKM dalam bab yang berbeda supaya bisa efektif dalam
memetakan dan memberikan analisis hasil evaluasi. Empat penelitian yang dianalisis menunjukkan
dua jalur penguatan yang paling jelas. Jalur pertama adalah demokrasi dan pemilu: dari kajian kualitas
demokrasi pada 2024 menuju analisis mekanisme elektoral presidential coattail pada 2025. Jalur
kedua adalah politik identitas: dari perbandingan Indonesia—Malaysia pada 2024 menuju pendalaman
gerakan Islamisme di Aceh pada 2025. Pola ini menunjukkan adanya kesinambungan, bukan sekadar

pengulangan topik.
3.1 Penelitian Tahun 2024

3.1.1 Menguji Kualitas Demokrasi di Indonesia: Tren Kemunduran dan Upaya Merawat

Demokrasi Kita

Penelitian ini menempatkan kualitas demokrasi sebagai persoalan utama dan membaca tantangan
demokrasi Indonesia melalui perspektif nasional dan lokal. Secara keilmuan, penelitian berada
langsung pada ranah Demokrasi dan Pemilu dalam roadmap lama dan merupakan fondasi yang kuat
bagi pengembangan Tata Kelola Demokrasi pada arah baru. Nilai strategisnya terletak pada upaya
melihat demokrasi bukan hanya sebagai prosedur pemilu, tetapi sebagai kualitas institusi, kebebasan,

tata kelola, partisipasi, dan hubungan antara negara dan masyarakat.

Sebagai penelitian tahap awal dalam periode evaluasi, kajian ini berfungsi sebagai pemetaan
persoalan. Hasilnya relevan untuk dikembangkan ke penelitian yang lebih fokus, misalnya kualitas
kelembagaan, demokrasi lokal, kebijakan publik, masyarakat sipil, dan reformasi tata kelola.
Keterlibatan mahasiswa memperkuat nilai pembelajaran karena mahasiswa memperoleh pengalaman

melihat bagaimana konsep demokrasi digunakan untuk membaca data dan persoalan empiris.

Catatan evaluatif utama bukan pada kesesuaian tema, melainkan pada keterlacakan luaran. Paket
dokumen yang dianalisis belum memberikan bukti final publikasi eksternal yang dapat diverifikasi.
Karena itu, Prodi perlu memastikan bahwa setiap laporan akhir penelitian disertai register luaran

seperti DOI, LoA, prosiding, policy brief, dataset, atau produk lain yang relevan.

3.1.2 Politik Identitas Berbasiskan Agama: Studi Komparasi Indonesia dengan Malaysia

Penelitian ini memperkuat ranah Politik Identitas dengan pendekatan komparatif Indonesia—Malaysia.
Dibandingkan penelitian yang hanya mengambil satu lokasi, desain komparatif memberikan nilai
tambah karena memungkinkan pembacaan tentang kesamaan dan perbedaan hubungan agama,
identitas, negara, dan gerakan politik pada dua konteks nasional. Keterlibatan mitra dari Universiti
Sains Malaysia juga memperluas jejaring akademik dan menunjukkan bahwa internasionalisasi sudah

mulai muncul pada fase konsolidasi 2024-2025.
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Dari sisi kesinambungan, penelitian ini penting karena tidak berhenti sebagai kegiatan satu tahun.
Tema identitas agama kemudian diperdalam pada tahun 2025 melalui penelitian mengenai Islamisme
di Aceh. Dengan demikian, portofolio menunjukkan pola komparasi lintas negara yang kemudian
diikuti pendalaman kasus lokal. Pola seperti ini layak dipertahankan karena dapat menghasilkan

roadmap dosen yang konsisten dan berpotensi menghasilkan seri publikasi.

Dokumen kegiatan mencantumkan target joint publication internasional. Namun bukti publikasi final
tidak tersedia pada paket evaluasi. Hal ini menunjukkan perlunya pemisahan yang jelas antara target

dan realisasi luaran dalam sistem monitoring Prodi.
3.2 Penelitian Tahun 2025

3.2.1 Politik Identitas (Gerakan Islamisme) di Nangroe Aceh Darussalam Era Reformasi

Penelitian 2025 mengenai gerakan Islamisme di Aceh memperlihatkan pendalaman fokus dari
penelitian identitas tahun sebelumnya. Temuan utama laporan menunjukkan kontinuitas penggunaan
simbol dan narasi Islam dalam politik Aceh dari konteks sejarah, gerakan DI/TII, GAM, hingga
penerapan regulasi syariah. Dengan demikian, penelitian berkontribusi pada pemahaman politik

identitas, gerakan sosial, hubungan pusat—daerah, dan pelembagaan politik agama.

Secara evaluatif, penelitian ini memiliki kekuatan pada konsistensi kepakaran. Kolaborasi dengan
akademisi Universiti Sains Malaysia juga menunjukkan keberlanjutan jejaring internasional, bukan
hubungan yang berhenti pada satu kegiatan. Bagi pengembangan Prodi, temuan tersebut dapat
dikaitkan dengan arah Politik Budaya dan Media, terutama pada aspek identitas, representasi, budaya

politik, dan narasi politik.

Seperti penelitian 2024, kelemahan dokumenter yang masih terlihat adalah belum tersedianya bukti
final luaran publikasi dalam paket evaluasi. Karena itu, pengendalian luaran perlu dilakukan sejak

awal melalui target yang terukur dan pencatatan status luaran secara periodik.

Sumber bukti: Laporan Akhir “Politik Identitas (Gerakan Islamisme) di Nangroe Aceh Darussalam Era Reformasi”, 20235.

3.2.2 Presidential Coattail dalam Sistem Multipartai

Penelitian ini menguji pengaruh pasangan Anies—Muhaimin terhadap perolehan suara partai koalisi
perubahan pada Pemilu Legislatif 2024 di Jawa Timur. Secara substantif, penelitian sangat relevan
dengan Demokrasi dan Pemilu pada roadmap lama sekaligus menjadi embrio paling jelas bagi bidang
Industri Politik pada arah baru. Tema yang dikaji mencakup pemilu, perilaku memilih, hubungan

kandidat—partai, strategi koalisi, dan distribusi dukungan elektoral.

Laporan akhir menunjukkan temuan mengenai hubungan negatif antara peningkatan dukungan
pasangan Anies—Muhaimin dengan dukungan pada PKB di sejumlah konteks, yang kemudian dibaca
sebagai presidential-coattail liability. Terlepas dari proses pengujian akademik lebih lanjut melalui

publikasi, temuan ini menunjukkan potensi kebaruan yang dapat dikembangkan menjadi artikel
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ilmiah, bahan diskusi kelas, maupun masukan bagi aktor politik tentang keterbatasan asumsi bahwa

popularitas kandidat selalu menguntungkan partai pengusung.

Penelitian ini juga menunjukkan pergeseran dari kajian demokrasi yang bersifat makro pada 2024
menuju analisis elektoral yang lebih spesifik pada 2025. Perkembangan tersebut penting karena
memberi diferensiasi yang lebih tajam terhadap portofolio Prodi dan mendukung arah Industri Politik

yang kemudian disepakati pada workshop 2026.

Sumber bukti: Laporan Akhir “Presidential Coattail dalam Sistem Multipartai...”, 2025.
3.3 Sintesis Evaluasi Penelitian

Jika dibaca sebagai satu portofolio, empat penelitian 2024-2025 menunjukkan kesinambungan tema
dan pembentukan kepakaran yang cukup kuat. Dua penelitian demokrasi/pemilu membangun jalur
dari diagnosis kualitas demokrasi menuju mekanisme elektoral, sedangkan dua penelitian politik
identitas membangun jalur dari komparasi lintas negara menuju pendalaman kasus. Struktur semacam

ini lebih bernilai dibandingkan portofolio yang sepenuhnya tersebar tanpa hubungan antartahun.

Keterlibatan mahasiswa pada seluruh penelitian menjadi kekuatan tambahan. Namun praktik baik
tersebut perlu dilengkapi dengan dokumentasi tentang peran mahasiswa dan produk belajarnya,
misalnya keterlibatan dalam pengumpulan data, analisis, penulisan artikel, seminar hasil, atau
pemanfaatan dataset dalam pembelajaran. Dengan dokumentasi demikian, integrasi penelitian dan

pembelajaran dapat dibuktikan secara lebih kuat.

Kelemahan utama penelitian selama periode evaluasi terletak pada bukti luaran eksternal. Laporan
akhir memperlihatkan hasil substantif, tetapi bukti publikasi tidak selalu tersedia dalam paket evaluasi.
Oleh sebab itu, Prodi perlu mengubah manajemen luaran dari pola “berbasis laporan kegiatan”
menjadi “berbasis portofolio hasil”, yaitu setiap penelitian memiliki identitas luaran yang dapat

diverifikasi dan ditelusuri.

Tahun Penelitian Roadmap 2024- Arah 2026 Evaluasi
2025
. Sangat selaras; fondasi
2024 Kualitas Demokrasi Dempkram & Tata Kelol‘a agenda demokrasi dan
Pemilu Demokrasi
tata kelola.
Sangat selaras;
2024 Identitas Indonesia—Malaysia Politik Identitas POht.lk Budaya & kOIabordeI internasional
Media dan kesinambungan
tema.
Politik Budaya & | Songat selaras;
2025 Islamisme di Aceh Politik Identitas Media Y pendalaman kepakaran
identitas dan agama.
2025 | Presidential Coattail Demokrasi & Industri Politik Sangat selaras;
Pemilu memperkuat pemilu,
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perilaku memilih, dan
strategi politik.
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4. Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024-2025

PKM dievaluasi terpisah karena keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh publikasi atau kepakaran
tematik, tetapi juga oleh ketepatan masalah mitra, desain intervensi, perubahan kapasitas,
keberlanjutan, dan transfer pengetahuan ke lingkungan pengguna. Empat PKM yang dianalisis
menunjukkan spektrum mitra yang cukup luas: kelurahan di Surabaya, komunitas WNI di kawasan
perbatasan Indonesia—Malaysia, masyarakat desa dalam rintisan Desa Pancasila, serta pemerintah dan

masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan partisipatif.
4.1 PKM Tahun 2024

4.1.1 Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kelurahan Sidodadi Kota

Surabaya

PKM Sidodadi diarahkan pada penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme melalui kegiatan
yang melibatkan masyarakat lokal. Kegiatan relevan dengan Ilmu Politik karena menyentuh aspek
kewargaan, identitas nasional, partisipasi masyarakat, dan pembentukan sikap dalam ruang sosial.
Evaluasi kegiatan menggunakan pre-test dan post-test, dan laporan mencatat peningkatan rata-rata
pemahaman peserta dari 70% menjadi 85%. Adanya pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan
merupakan praktik baik karena memberikan bukti perubahan yang lebih jelas dibandingkan kegiatan

yang hanya mengandalkan dokumentasi kehadiran.

Kekuatan PKM ini adalah kesederhanaan intervensi yang disertai indikator hasil. Namun pengukuran
masih berada pada jangka pendek. Untuk meningkatkan mutu, kegiatan serupa sebaiknya memiliki
tindak lanjut tiga sampai enam bulan untuk melihat apakah pemahaman berlanjut menjadi praktik
sosial, partisipasi, atau kegiatan warga. Dengan demikian, Prodi dapat membedakan antara output

kegiatan dan dampak yang lebih berkelanjutan.

Sumber bukti: Laporan Akhir PKM “Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kelurahan Sidodadi Kota
Surabaya”, 2024.

4.1.2 Penguatan Kompetensi Kewarganegaraan, Sikap Nasionalisme dan Bela Negara bagi
WNI di Pulau Sebatik Malaysia

PKM internasional di Sebatik memiliki karakter khas karena menyasar WNI yang hidup dalam ruang
perbatasan dengan intensitas interaksi yang tinggi dengan Malaysia. Analisis situasi dalam laporan
menunjukkan pengaruh ekonomi, bahasa, media, dan kehidupan sehari-hari lintas batas terhadap
identitas kebangsaan. Karena itu, intervensi kewarganegaraan dan nasionalisme tidak dilakukan dalam

ruang abstrak, melainkan pada konteks sosial yang spesifik.

Dari sisi luaran, kegiatan ini termasuk yang paling lengkap dalam periode evaluasi. Dokumen

mencatat video kegiatan, publikasi media, artikel pada jurnal nasional terakreditasi, dan pembentukan
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komunitas Sebatik Young Citizen sebagai wadah keberlanjutan. Kegiatan demikian menunjukkan
bahwa PKM dapat menghasilkan dua jenis dampak sekaligus: luaran akademik dan penguatan

kelembagaan komunitas.

PKM Sebatik juga relevan dengan arah Politik Budaya dan Media karena isu identitas kebangsaan
terbentuk melalui relasi budaya, komunikasi, dan lingkungan media. Ke depan, kegiatan dapat
diperdalam melalui analisis media lintas batas, komunikasi politik, representasi identitas, atau

pemanfaatan media digital untuk pendidikan kewargaan.

Sumber bukti: Laporan Akhir PKM Internasional “Penguatan Kompetensi Kewarganegaraan, Sikap Nasionalisme dan Bela
Negara...”, 2024.

4.1.3 Moderasi Beragama Berbasis Sosio Kultural pada Generasi Millenial Rintisan Desa

Pancasila di Desa Watutulis

PKM di Desa Watutulis mengembangkan pendekatan moderasi beragama yang berbasis pada kondisi
sosial-kultural masyarakat. Sasaran utamanya adalah generasi milenial dan masyarakat desa, dengan
penekanan pada komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penerimaan terhadap budaya
lokal. Kegiatan menggunakan basis sosial yang sudah ada, seperti gotong royong dan tradisi lokal,

sehingga intervensi tidak bersifat terputus dari kehidupan masyarakat.

Secara keilmuan, PKM ini mempertemukan politik identitas, budaya lokal, masyarakat sipil, dan
pendidikan kebangsaan. Hal tersebut menjadikannya relevan dengan arah Politik Budaya dan Media.
Nilai pengembangan berikutnya adalah memasukkan dimensi media baru karena kelompok sasaran
milenial memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan media digital. Dengan demikian, PKM dapat
bergerak dari penguatan moderasi berbasis tatap muka menuju literasi representasi, narasi digital, dan

komunikasi lintas identitas.

Catatan evaluatifnya adalah kebutuhan bukti tindak lanjut atas rencana aksi dan target luaran.
Kegiatan sudah memiliki desain yang relevan, namun Prodi perlu memastikan bahwa setiap target

artikel, publikasi media, video, atau bentuk keberlanjutan tercatat dalam register luaran yang sama.

Sumber bukti: Laporan Akhir PKM Desa Pancasila “Moderasi Beragama Berbasis Sosio Kultural...”, 2024.
4.2 PKM Tahun 2025

4.2.1 Penguatan Tata Kelola Desa melalui Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
di Desa Kedung Udi

PKM Kedung Udi merupakan kegiatan yang paling jelas menunjukkan penerapan langsung keilmuan
politik pada tata kelola lokal. Laporan menggambarkan persoalan awal berupa kecenderungan
perencanaan top-down dan keterlibatan warga yang belum optimal. Intervensi kemudian diarahkan

bukan hanya pada teknik administrasi perencanaan, tetapi pada pemahaman bahwa perencanaan
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pembangunan adalah proses politik yang melibatkan aktor, kepentingan, distribusi sumber daya, arena

formal, dan pengaruh informal.

Workshop menghasilkan perangkat praktis seperti peta pemangku kepentingan berbasis power—
interest, rancangan kontrak programatik, program tagging untuk menghubungkan usulan desa dengan
dokumen perencanaan tingkat yang lebih tinggi, rancangan kolaborasi kelembagaan, serta mekanisme
transparansi dan anti-elite capture. Dengan karakter tersebut, PKM tidak berhenti pada penyampaian
materi tetapi mendorong peserta menghasilkan alat kerja yang relevan dengan siklus
Musdes/Musrenbang, RPJIMDes, RKPDes, dan APBDes.

Luaran PKM juga terdokumentasi melalui artikel pengabdian yang telah terbit dan Surat Pencatatan
Ciptaan. Kekuatan ini menunjukkan pentingnya pola pengabdian berbasis keilmuan: masalah mitra
dipahami melalui perspektif Ilmu Politik, intervensi menghasilkan instrumen praktis, dan pengalaman

lapangan kembali diolah menjadi luaran akademik.

Kegiatan Kedung Udi layak dijadikan model bagi PKM pada bidang Tata Kelola Demokrasi. Namun
untuk membuktikan implementasi jangka menengah, perlu tindak lanjut yang memeriksa penggunaan
instrumen pada siklus perencanaan berikutnya. Dengan demikian, Prodi dapat menunjukkan tidak

hanya transfer pengetahuan, tetapi juga adopsi pada tata kerja mitra.

Sumber bukti: Laporan Akhir PKM Kedung Udi; artikel Karunia Vol. 4 No. 4 Tahun 2025, Surat Pencatatan Ciptaan tahun 2025.

4.3 Sintesis Evaluasi PKM

Empat PKM menunjukkan bahwa kekuatan pengabdian Prodi berada pada isu kewargaan, identitas,
budaya, pemberdayaan, dan tata kelola lokal. Bentuk intervensi juga cukup beragam, mulai dari
penguatan pemahaman, pelatihan, sarasehan, pendampingan, sampai penyusunan instrumen tata
kelola. Secara umum, kesesuaian dengan bidang Ilmu Politik tinggi karena mitra menghadapi
persoalan yang berkaitan dengan partisipasi, identitas, relasi kekuasaan, kelembagaan, dan

pengambilan keputusan.

Dari sisi bukti, PKM justru menunjukkan luaran yang lebih mudah ditelusuri dibandingkan sebagian
penelitian. Sebatik memiliki publikasi, video, dan komunitas; Kedung Udi memiliki artikel dan HKI;
Sidodadi memiliki pengukuran pre—post. Pola tersebut perlu distandardisasi agar setiap PKM memiliki

minimal satu indikator perubahan, satu luaran yang dapat diverifikasi, dan satu rencana keberlanjutan.

Kelemahan yang perlu diperbaiki adalah pengukuran dampak jangka menengah. Kebanyakan bukti
masih berada pada periode pelaksanaan kegiatan. Karena itu, Prodi perlu memperkenalkan follow-up
evaluation pada PKM terpilih, misalnya tiga sampai enam bulan setelah kegiatan, agar adopsi hasil

dan perubahan pada mitra dapat dibuktikan.
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‘ Arah Utama ‘

Tahun PKM Bukti Hasil/Luaran Evaluasi
Selaras dan
2024 Sidodadi Tata Kelol'a Pre-test 70% — post-test 85% | terukur pada
Demokrasi .
jangka pendek.
... L . Sangat kuat;
2024 Sebatik Malaysia il Budaya Med1a,'v1deo, artikel, internasional dan
& Media komunitas SYC .
berkelanjutan.
. . Sangat selaras;
Politik Budaya Program moderasi berbasis erlu penguatan
2024 Watutulis . Y budaya; target peripeng
& Media . . . bukti tindak
media/artikel/video .
lanjut.
. Sangat kuat;
2025 Rl Uik Tata Kelol.a Instmmen tata kelola, artikel model PKM
Demokrasi terbit, HKI . .
berbasis keilmuan.

17




5. Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran dan Dunia

Kerja/Industri

5.1 Pemanfaatan Hasil dalam Pembelajaran Dua Tahun Terakhir

Salah satu temuan penting dalam evaluasi adalah bahwa hasil penelitian dan PKM tidak berhenti
sebagai laporan atau luaran eksternal, tetapi telah dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran selama
dua tahun terakhir. Implementasi dilakukan melalui pendekatan case method, bahan kajian, dan bahan
referensi. Praktik ini memperkuat relevansi materi kuliah karena kasus yang digunakan berasal dari

konteks empiris yang dekat dengan kepakaran dosen dan aktivitas Prodi sendiri.

Pada pendekatan case method, mahasiswa dapat mendiskusikan persoalan nyata dengan menggunakan
konsep dan teori [Imu Politik. Hasil penelitian kualitas demokrasi dapat menjadi bahan kasus tentang
kemunduran demokrasi, kualitas institusi, masyarakat sipil, dan tata kelola. Penelitian presidential
coattail dapat digunakan untuk membaca perilaku memilih, strategi partai, koalisi, dan hubungan
kandidat dengan perolehan suara. Penelitian politik identitas dapat menjadi bahan kajian untuk melihat

agama, gerakan sosial, representasi, budaya politik, dan relasi negara—masyarakat.

Hasil PKM juga memiliki nilai pembelajaran yang kuat. Pengalaman Kedung Udi dapat dijadikan
studi kasus tata kelola desa dan perencanaan partisipatif, termasuk penggunaan stakeholder mapping,
elite capture, serta hubungan antara dokumen desa dan perencanaan kabupaten. PKM Sebatik
menyediakan kasus tentang identitas kebangsaan di wilayah perbatasan. PKM Watutulis dapat dipakai
untuk membahas moderasi, budaya lokal, dan identitas, sedangkan PKM Sidodadi dapat digunakan

untuk mendiskusikan pendidikan kewargaan dan pengukuran perubahan pemahaman masyarakat.

Integrasi ini perlu didokumentasikan lebih sistematis. Pada tahap berikutnya, setiap RPS atau
perangkat pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian/PKM sebaiknya mencantumkan sumber
kasus, artikel, dataset, modul, atau bahan referensinya. Dengan demikian, hubungan penelitian-PKM-
pembelajaran dapat dibuktikan melalui audit trail dan tidak hanya berupa praktik yang diketahui
secara internal.

Sumber Hasil Bentuk Integrasi

Bidang Pembelajaran yang Relevan

Pembelajaran
Penclitian kualitas demokrasi Case rne.thod; bahan kajian; Demokrasi, t.'flté.l kelola, kebijakan,
referensi masyarakat sipil.
Penelitian presidential Analisis data elektoral; case Pemilu, perilaku memilih,
coattail method; diskusi strategi industri/strategi politik.
Penelitian politik identitas Case method; bahan bacaan; Politik identitas, budaya politik, gerakan
2024-2025 perbandingan kasus sosial, agama dan politik.
PKM Kedung Udi Studi kasus tata kelola; Politik lokal, kebijakan publik,
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instrumen praktis perencanaan partisipatif.

PKM Studi kasus komunitas dan Identitas, nasionalisme, moderasi,
Sebatik/Watutulis/Sidodadi kewargaan masyarakat sipil.

5.2 Implementasi Proses dan Hasil PKM pada Dunia Kerja/Industri

Dalam konteks Ilmu Politik, istilah industri/dunia kerja tidak semata-mata merujuk pada perusahaan
komersial. Pengguna keilmuan mencakup lembaga pemerintahan, lembaga legislatif, partai politik,
organisasi masyarakat sipil, konsultan dan lembaga survei, media, komunitas, serta berbagai institusi
yang menggunakan keahlian analisis politik, tata kelola, komunikasi, kebijakan, dan advokasi. Karena
itu, implementasi proses dan hasil PKM perlu dibaca berdasarkan kesesuaian antara keahlian dosen

dan lingkungan pengguna.

Pada periode 2024-2025, implementasi paling nyata berada pada sektor pemerintahan lokal dan
komunitas. Di Kedung Udi, pengetahuan tentang tata kelola, partisipasi, relasi kekuasaan, dan
perencanaan diterapkan langsung pada pemerintah desa dan masyarakat melalui penyusunan
instrumen praktis. Di Sidodadi, penguatan wawasan kebangsaan dilakukan bersama kelurahan dan
masyarakat. Di Watutulis, proses pengabdian diterapkan pada perangkat desa, pemuda, dan tokoh
masyarakat dalam konteks moderasi serta keberagaman. Di Sebatik, implementasi berlangsung pada
komunitas WNI di kawasan perbatasan dan menghasilkan wadah komunitas sebagai bagian dari

keberlanjutan.

Bukti tersebut menunjukkan bahwa PKM telah membawa proses keilmuan ke lingkungan pengguna,
tetapi ruang implementasi masih dapat diperluas. Sejalan dengan tiga bidang kajian baru, Tata Kelola
Demokrasi dapat memperluas mitra ke pemerintah daerah, lembaga legislatif, Ombudsman, NGO, dan
unit layanan publik; Industri Politik dapat diarahkan pada KPU/Bawaslu, partai politik, lembaga
survei, konsultan politik, dan organisasi kampanye; sedangkan Politik Budaya dan Media dapat
diarahkan pada media, lembaga komunikasi, komunitas digital, organisasi masyarakat, dan institusi

yang bekerja pada isu identitas, representasi, serta literasi media.

Untuk kepentingan evaluasi mutu, bentuk implementasi perlu dibuktikan melalui dokumen yang lebih
spesifik, seperti surat keterangan pemanfaatan, MoU/PKS, produk yang dipakai mitra, dokumentasi
adopsi SOP/modul/instrumen, atau laporan tindak lanjut. Dengan bukti tersebut, klaim implementasi

pada dunia kerja/industri menjadi lebih kuat dan terukur.

Pengguna Bentuk Implementasi yang
Keilmuan/Mitra Terdokumentasi

Arah Penguatan

Penguatan program
kewargaan dan
masyarakat sipil.

Kelurahan dan Penguatan wawasan kebangsaan dan

Sidodadi . . .
masyarakat nasionalisme; evaluasi pre—post
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Kemitraan lintas

Sebatik Komunitas WNI Peng.uatgn kompetenm k;wargaan; (eting, Tgmmreflad]

kawasan perbatasan publikasi/media; komunitas SYC . ;
identitas.
. Pemerintah desa, Moderasi berbasis sosio-kultural dan Literasi me.dla,
Watutulis pemuda, tokoh . . representasi, dan
rintisan Desa Pancasila .

masyarakat penguatan komunitas.
Pemerintah dan LG AN, LGt Kelrlll(lilall(ni1 Oill(lmal:rf i

Kedung Udi programatik, program tagging, p pIng

masyarakat desa

transparansi/anti-elite capture

perencanaan, tata
kelola.
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6. Evaluasi Ketercapaian Roadmap 2024-2025

6.1 Target Fase Konsolidasi

Roadmap menetapkan fase 20242025 sebagai periode konsolidasi dan pemetaan klaster. Indikator
yang tercantum adalah lima klaster riset terbentuk, minimal 90% dosen terlibat dalam satu klaster,
minimal lima proposal penelitian/PKM diajukan, dan minimal dua kolaborasi dosen—mahasiswa.

Evaluasi terhadap indikator ini perlu membedakan antara ketercapaian substantif dan ketercapaian

administratif.
Indikator Roadmap ‘ Bukti/Analisis Status
Lima ranah keilmuan ditetapkan dalam roadmap, tetapi
5 klaster riset terbentuk | paket bukti belum memuat struktur formal klaster Perlu bukti/formalisasi
berupa koordinator, anggota, agenda, dan portofolio.
Seluruh 6 DTPS pada konfigurasi periode yang
>90% dosen terlibat dianalisis tercatat terlibat dalam penelitian/PKM; Tercapai substantif

sejumlah kegiatan melibatkan seluruh dosen.

Terdapat 8 kegiatan unik yang telah sampai tahap
>5 proposal ) ) . ) )
pelaksanaan/hasil. Secara substantif melampaui target Tercapai substantif

penelitian/PKM o
minimal.
>2 kolaborasi dosen— Seluruh kegiatan yang dianalisis mencantumkan ]
. . ) Terlampaui
mahasiswa keterlibatan mahasiswa.

Dengan demikian, tiga dari empat indikator dapat dinilai tercapai atau terlampaui secara substantif.
Indikator pembentukan lima klaster belum dapat dinyatakan sepenuhnya tercapai secara administratif
karena bukti pengelolaan klaster belum tersedia dalam dokumen yang dianalisis. Temuan ini
kemudian relevan dengan keputusan 2026 untuk mengonsolidasikan bidang kajian dan menetapkan

kelompok dosen yang lebih jelas.
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6.2 Sebaran Tema dan Ketimpangan Portofolio

Walaupun kesesuaian tema tinggi, sebaran kegiatan belum merata. Politik Identitas, Demokrasi dan
Pemilu, serta Politik Lokal/Kebijakan Publik memperoleh porsi kegiatan yang lebih jelas. Media dan
Industri Politik serta Politik Digital belum muncul secara proporsional sebagai fokus utama.
Ketimpangan ini menjadi salah satu dasar rasional untuk menata ulang bidang kajian agar tidak terlalu

terfragmentasi dan agar pengembangan tema baru memiliki penanggung jawab yang lebih jelas.

Ranah Roadmap Lama ‘ Kondisi 2024-2025 ‘ Catatan Evaluatif

o ) Didukung riset identitas Indonesia—Malaysia,
Politik Identitas Kuat ] o )
Islamisme Aceh, dan PKM moderasi/identitas.
. ] Didukung penelitian kualitas demokrasi dan
Demokrasi dan Pemilu Kuat

presidential coattail.

Politik Lokal dan Kebijakan

Publik Berkembang kuat Terutama melalui PKM Sidodadi dan Kedung Udi.
ubli

Unsur industri politik mulai muncul pada
Media dan Industri Politik | Belum proporsional presidential coattail, tetapi belum menjadi

portofolio yang luas.

o . Belum menjadi fokus utama pada delapan kegiatan
Politik Digital Belum proporsional o
yang dianalisis.
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7. Temuan Evaluatif, Akar Masalah, dan Pengendalian

Evaluasi 2024-2025 menunjukkan bahwa persoalan utama Prodi bukan ketidaksesuaian kegiatan

dengan Ilmu Politik, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan konsistensi pengelolaan, bukti,

integrasi, dan pemerataan. Sebagian besar kegiatan justru sangat relevan dengan roadmap;

tantangannya adalah mengubah praktik yang sudah baik menjadi sistem mutu yang mudah dipantau

dan dibuktikan.

Temuan

Akar Masalah

Konsekuensi

Pengendalian yang

Diperlukan

Tema kuat tetapi

belum merata

Lima ranah lama cukup
tumpang tindih dan
belum semuanya
memiliki portofolio

aktif.

Beberapa ranah tampak
lemah walaupun tema
terkait muncul sebagai

irisan.

Konsolidasi tiga bidang kajian
dan agenda tahunan per

kelompok.

Luaran penelitian
belum selalu mudah

diverifikasi

Pelaporan berpusat pada
laporan akhir, belum
pada register luaran satu

pintu.

Capaian ilmiah dapat
tidak terbaca saat

evaluasi.

Register DOI/LoA/HKI/policy

brief/dataset/media.

Integrasi penelitian—

PKM ada secara

Belum ada kewajiban

menuliskan dasar riset

Sulit menunjukkan

PKM berbasis riset

Matriks penelitian — temuan

tematik tetapi belum | untuk PKM dan jalur o — PKM — dampak — luaran.
o secara audit trail.
eksplisit penerapannya.
Integrasi
. Pemanfaatan hasil di o )
pembelajaran Praktik baik sulit Pencantuman sumber
) . kelas belum selalu ) _ ) .
berjalan tetapi belum | dibuktikan sebagai kasus/referensi dalam RPS
dicatat pada RPS/bahan | o _ )
seragam _ integrasi tridarma. dan repository bahan ajar.
ajar.
dokumentasinya !
Dampak jangka Evaluasi lebih banyak Adopsi hasil oleh mitra
) _ ) Follow-up 3—6 bulan dan surat
menengah PKM dilakukan saat kegiatan | tidak selalu dapat
) _ ) . pemanfaatan/implementasi.
belum konsisten selesai. dibuktikan.

Implementasi pada

dunia kerja masih

Kemitraan sesuai bidang

baru belum sepenuhnya

Ruang industri

politik/media belum

Perluasan mitra ke

KPU/Bawaslu, legislatif,
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dominan pemerintah

lokal/komunitas

dikembangkan.

maksimal.

survei/konsultan, media,

NGO, partai.
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8. Tindak Lanjut Akreditasi dan Workshop Prodi Agustus 2026

Pada akhir tahun 2025, prodi ilmu politik melaksanakan akreditasi ulang dari Lembaga Lamspak.
Asesor memberikan banyak masukan untuk perbaikan prodi kedepanya, salah satunya terkait
pengembangan rumpun keilmuan prodi dan fokus kajian prodi. Masukan dalam proses akreditasi
LAMSPAK diposisikan oleh Prodi sebagai momentum untuk memperkuat konsistensi antara visi
keilmuan, bidang kajian, penelitian, PKM, pembelajaran, dan profil lulusan. Sebagai tindak lanjut,
Prodi menyelenggarakan workshop pada awal Agustus 2026. Hasil workshop menajamkan visi
keilmuan dan mengonsolidasikan bidang kajian menjadi tiga payung yang lebih mudah dikelola dan

lebih dekat dengan profil lulusan.

Visi keilmuan yang disepakati adalah: “Menjadi pusat pengembangan ilmu politik yang unggul,
adaptif, dan berdaya saing global dalam kajian tata kelola demokrasi, industri politik, politik budaya
dan media pada tahun 2045.” Tiga bidang kajian utama adalah Tata Kelola Demokrasi; Industri
Politik; serta Politik Budaya dan Media.

VISI KEILMUAN PRODI

“Menjadi pusat pengembangan ilmu politik yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global dalam kajian tata
kelola demokrasi, industri politik, politik budaya dan media pada tahun 2045."

. PEMINATAN DAN BIDANG KAJIAN

TATA KELOLA DEMOKRASI

Demokrasi dan tata kelola

kebijakan publik; reformasi
birokrasi; kelembagaan politik;

INDUSTRI POLITIK

Pemilu; pemasaran politik; survel
dan opini publik; manajemen dan
siralegl politik, sarta perflaku

POLITIK BUDAYA &
MEDIA

Komunikasi politik; media
dan jumalistik; identitas dan
reprasantasi; media baru,

memiih demokrasi, gender, analitik

media, digital politik

masyarakat sipll dan
pemberdayaan

PROFIL LULUSAN

ANALIS POLITIK PRAKTISI POLITIK KOMUNIKATOR POLITIK
Penelit dan analis yang Profesional pada lembaga Profesiona! dalam mengelola
menguasal teori, metodologi, pemerintahan, legislatf, partal komunikasi politik secara
riset politik, serta penyusunan politik, organisasi masyarakat strategls pada lembaga
pengetahuan dan rekomendasi  sipll, konsultsn, serta bidang politik dan pemerintahan,
berbasis buktl kebijakan dan advokasi

pers, dan media digital

Gambar 1. Visi keilmuan, bidang kajian, dan profil lulusan hasil workshop Prodi awal Agustus 2026.
Konsolidasi menjadi tiga payung bukan sekadar perubahan nama. Tata Kelola Demokrasi
menggabungkan isu demokrasi, tata kelola, kebijakan publik, reformasi birokrasi, kelembagaan
politik, masyarakat sipil, dan pemberdayaan. Industri Politik menempatkan pemilu, pemasaran politik,
survei dan opini publik, manajemen serta strategi politik, dan perilaku memilih sebagai satu
ekosistem. Politik Budaya dan Media mengintegrasikan komunikasi politik, media dan jurnalistik,

identitas dan representasi, media baru, demokrasi, gender, analitik media, serta digital politik.
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Perubahan tersebut menjawab sebagian gap pada roadmap lama. Tema media, industri politik, dan
politik digital yang sebelumnya tersebar atau belum kuat dapat dikembangkan dalam kelompok yang
memiliki fokus lebih jelas. Pada saat yang sama, tema yang sudah kuat pada 20242025 tetap dapat

dipertahankan tanpa kehilangan kesinambungan.

8.1 Posisi dalam Siklus PPEPP

Tahap PPEPP Implementasi pada Prodi

Penetapan Roadmap Penelitian & PKM 2024-2045/2024-2029 dan visi Prodi.
Penelitian dan PKM 2024-2025 dengan keterlibatan dosen, mahasiswa, mitra
Pelaksanaan
lokal, dan internasional.
_ Analisis kesesuaian tema, indikator, luaran, pembelajaran, implementasi pada
Evaluasi . o
mitra, dampak, serta konteks masukan akreditasi.
) Workshop Prodi awal Agustus 2026 dan konsolidasi fokus keilmuan menjadi tiga
Pengendalian ) 3
bidang kajian.
) Revisi roadmap, formalisasi kelompok dosen, penguatan luaran, traceability
Peningkatan » ) _ .
penelitian-PKM—pembelajaran—mitra, dan perluasan kemitraan.
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9. Reorientasi Roadmap dan Kelompok Dosen

9.1 Pembagian Dosen pada Tiga Roadmap/Bidang Kajian

Sebagai tindak lanjut operasional hasil workshop, dosen dikelompokkan ke dalam tiga
roadmap/bidang kajian. Pembagian ini menjadi basis koordinasi penelitian dan PKM ke depan,
sekaligus memperjelas siapa yang bertanggung jawab mengembangkan tema, mitra, luaran, dan

integrasi pembelajaran pada masing-masing bidang.

Bidang Kajian/Roadmap ‘ Dosen
Tata Kelola Demokrasi Mi .r(?Jul Huda; Agus Satmoko Adi; Firna Larasanti, , Ken Bimo Sultoni
Adisiswanto
Industri Politik Mochamad Arif Affandi; Eko Satriya Hermawan; Imam Mawardi
Politik Budaya dan Media Fadhillah Sri Meutia; Silkania Swarizona; Moch Mubarok Muharam,;

Pembagian tersebut merupakan konfigurasi pengembangan setelah periode evaluasi 2024-2025. Oleh
karena itu, daftar ini tidak digunakan untuk mengubah klasifikasi historis atau menilai kegiatan
sebelumnya secara retroaktif. Fungsinya adalah memastikan bahwa tindak lanjut evaluasi memiliki

struktur SDM yang jelas.

9.2 Pemetaan Ulang Portofolio 20242025 ke Arah 2026

Pemetaan ulang dilakukan untuk melihat sejauh mana portofolio yang sudah ada dapat menjadi
fondasi tiga bidang baru. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan 2024-2025 relatif mudah
ditempatkan ke dalam tiga payung, sehingga perubahan 2026 bersifat konsolidatif dan bukan

pemutusan arah keilmuan.

Kegiatan 2024-2025 ‘ Bidang Kajian 2026 Alasan Pemetaan
Membahas kualitas demokrasi,
Kualitas Demokrasi Tata Kelola Demokrasi institusi, tata kelola, dan
masyarakat.
PKM Sidodadi Tata Kelola Demokrasi gl i .11’ pemberdayaan,
dan kompetensi kewargaan.
PKM Kedung Udi Tata Kelola Demokrasi Tatg 1?6101? desa, perencanaat,
partisipasi, dan relasi kekuasaan.
Presidential Coattail Industri Politik Peml}u, el merm'hh, strategl
partai, hubungan kandidat—partai.
) . . .. . Identitas, agama, representasi, dan
Identitas Indonesia—Malaysia Politik Budaya dan Media . ..
perbandingan politik.
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Islamisme Aceh Politik Budaya dan Media Identitas, e budaya politik,
gerakan sosial.

PKM Sebatik Politik Budaya dan Media | Lacntitas kebangsaan, komunikasi
lintas batas, dan komunitas.

PKM Watutulis Politik Budaya dan Media | - oocrast, budaya lokal, adenttas,
dan potensi media baru.

Pemetaan menunjukkan bahwa bidang Industri Politik masih memiliki portofolio yang lebih tipis
dibanding dua bidang lain. Temuan ini tidak berarti bidang tersebut kurang relevan, tetapi justru
menjadi agenda penguatan paling jelas pada periode berikutnya. Kelompok Industri Politik perlu
membangun seri penelitian dan PKM pada pemilu, pemasaran politik, survei/opini publik, strategi,
dan perilaku memilih; sementara Politik Budaya dan Media perlu memperluas tema media baru,

analitik media, jurnalistik, serta digital politik.
9.3 Keterhubungan dengan Profil Lulusan

Profil Lulusan Bidang Penopang ‘ Kontribusi Penelitian dan PKM

Tata Kelola Demokrasi + Metodologi, analisis politik, analisis kebijakan,
Analis Politik

seluruh bidang dan rekomendasi berbasis bukti.

Tata Kelola Demokrasi + Pemerintahan, legislatif, partai, masyarakat sipil,
Praktisi Politik

Industri Politik konsultan, advokasi, dan strategi.

. - Politik Budaya dan Media + | Komunikasi strategis, media, representasi, opini
Komunikator Politik S . S
Industri Politik publik, kampanye, dan media digital.

Dengan struktur ini, roadmap penelitian dan PKM dapat berfungsi sebagai penghubung antara visi
keilmuan dan profil lulusan. Penelitian menghasilkan pengetahuan dan data, PKM menjadi ruang
penerapan dan interaksi dengan pengguna, sedangkan pembelajaran mengolah kembali hasil keduanya

menjadi kompetensi mahasiswa.
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10. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Mutu

Rencana tindak lanjut disusun untuk mengubah hasil evaluasi menjadi tindakan yang dapat dimonitor.

Target kuantitatif final tetap perlu disahkan melalui forum Prodi/UPPS dan dituangkan dalam

dokumen operasional atau roadmap revisi. Namun arah tindak lanjut berikut dapat digunakan sebagai

kerangka kerja awal.

No.

Tindak Lanjut

Aksi Utama

Menetapkan koordinator, anggota,

Penanggung Jawab

1 Formalisasi ‘qga agenda penelitian/PKM tahunan, 2026 Koorprodi/Tim
kelompok kajian . Roadmap
mitra, dan target luaran.
Revisi roadmap Mengintegrasikan tiga bidang baru
2 Penelitian dan dengan visi, kurikulum, profil 2026 Tim Roadmap/GPM
PKM lulusan, dan kepakaran dosen.
Mencatat judul, tahun, dosen,
. . mahasiswa, mitra, sumber dana, . . .
3 Register satu pintu bidang kajian, DOI/LoA/HK Upolicy Mulai 2026 | Prodi/Admin
brief/media/dataset.
Setiap PKM mencantumkan
Traceability temuan/keahlian yang menjadi dasar; | 2026— .
4 penelitian-PKM setiap penelitian mencatat peluang seterusnya R R
penerapan.
. Mencantumkan hasil penelitian/PKM
Dokumentasi sebagai sumber case method, bahan
5 integrasi Yag . ’ Mulai 2026 | Dosen Pengampu/GPM
embelajaran kajian, atau referensi pada
P RPS/bahan ajar.
Mengembangkan seri riset/PKM
6 Penguatan Industri | pemilu, survei/opini, pemasaran 2026-2029 Kelompok Industri
Politik politik, strategi, perilaku memilih, Politik
dan kemitraan industri politik.
Mengembangkan komunikasi politik,
7 Penguatan Media | media baru, jurnalistik, analitik 2026-2029 Kelompok Politik
dan Digital media, big data politik, dan digital Budaya dan Media
politik.
Standardisasi Menerapkan baseline—endline dan
8 evaluasi dampak follow-up 3—6 bulan pada PKM Mulai 2026 | Tim PKM/GPM
PKM terpilih.
. Mengumpulkan surat pemanfaatan,
Buki adopsi SOP/modul/instrumen
9 implementasi P ’ Mulai 2026 | Kelompok Kajian

dunia kerja

PKS/MoU, dan bukti penggunaan
oleh mitra.
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Diseminasi dan Mendorong artikel, policy brief,
10 Konversi luaran HKI, dataset, media, modul, dan
produk sesuai karakter kegiatan.

Ketua

Tahunan Kegiatan/Kelompok

10.1 Usulan Indikator Monitoring Tahunan

Aspek Indikator yang Dipantau

Ketercakupan bidang

Seluruh tiga bidang kajian memiliki penelitian dan/atau PKM aktif setiap
tahun.

Keterlibatan mahasiswa

Persentase kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan menghasilkan produk
belajar/portofolio.

Luaran penelitian

Publikasi terverifikasi, policy brief, dataset, HKI, atau produk lain yang
relevan.

Luaran PKM

Artikel/media/HKI/modul/model serta indikator perubahan pada mitra.

Integrasi pembelajaran

Jumlah mata kuliah/RPS yang memanfaatkan hasil penelitian/PKM sebagai
case method, kajian, referensi, atau data.

Implementasi dunia kerja

Jumlah mitra yang menggunakan modul, instrumen, rekomendasi, atau
proses hasil PKM.

Integrasi penelitian-PKM

Persentase PKM yang memiliki dasar penelitian/keahlian yang ditulis
eksplisit.

Jejaring

Kegiatan dengan pemerintah, masyarakat sipil, industri politik/media,
lembaga survei/konsultan, dan institusi internasional.

Dampak PKM

Jumlah kegiatan dengan follow-up pascaprogram dan bukti
perubahan/adopsi.
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11. Kesimpulan

Evaluasi menunjukkan bahwa penelitian dan PKM Program Studi S1 IImu Politik selama 2024-2025
telah berkembang dalam arah yang selaras dengan roadmap dan disiplin Ilmu Politik. Penelitian
memperlihatkan kesinambungan yang cukup kuat pada dua jalur utama, yaitu demokrasi/pemilu dan
politik identitas. PKM menunjukkan kemampuan menerapkan perspektif politik pada masalah

kewargaan, identitas, toleransi, masyarakat sipil, tata kelola desa, dan perencanaan partisipatif.

Kekuatan lain adalah keterlibatan mahasiswa pada seluruh kegiatan, munculnya kolaborasi
internasional sejak fase konsolidasi, serta adanya PKM dengan luaran dan dampak yang dapat
ditelusuri. Hasil penelitian dan PKM juga telah digunakan dalam pembelajaran melalui case method,
bahan kajian, dan bahan referensi, sehingga proses tridarma mulai membentuk siklus pengetahuan:
riset menghasilkan temuan, PKM menerapkan keilmuan, dan pembelajaran mengolah kembali

pengalaman tersebut menjadi kompetensi mahasiswa.

Pada sisi implementasi, proses dan hasil PKM sudah masuk ke lingkungan pengguna keilmuan,
terutama pemerintah lokal dan komunitas. Untuk periode berikutnya, ruang implementasi perlu
diperluas ke ekosistem yang lebih beragam sesuai bidang keilmuan, termasuk lembaga politik,
lembaga survei dan konsultan, media, organisasi masyarakat sipil, lembaga legislatif, serta institusi
pemerintahan yang lebih luas. Penguatan bukti pemanfaatan oleh mitra juga menjadi kebutuhan

penting.

Evaluasi menemukan bahwa perbaikan utama bukan pada relevansi substansi, melainkan pada tata
kelola dan keterlacakan. Prodi perlu memperkuat register luaran, formalisasi kelompok kajian,
dokumentasi integrasi pembelajaran, matriks hubungan penelitian—PKM, pengukuran dampak jangka
menengah, dan bukti implementasi pada dunia kerja/industri. Masukan proses akreditasi dan
workshop Prodi awal Agustus 2026 telah memberikan mekanisme pengendalian melalui konsolidasi

tiga bidang kajian dan pembagian dosen yang lebih jelas.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, roadmap penelitian dan PKM dapat berkembang dari
sekadar daftar tema menjadi sistem pengembangan keilmuan yang menghubungkan visi, kepakaran
dosen, penelitian, PKM, pembelajaran, profil lulusan, jejaring, luaran, dan dampak. Hal ini menjadi
dasar penting bagi peningkatan mutu berkelanjutan dan penguatan identitas akademik Program Studi
S1 Ilmu Politik.
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